
 

 

BUPATI SLEMAN 

 

PERATURAN BUPATI SLEMAN 

NOMOR 37 TAHUN 2012 

TENTANG 

PENGENDALIAN PENGGUNAAN BAHAN BAKAR MINYAK TERTENTU 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI SLEMAN, 

Menimbang : a. berdasarkan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 15 

Tahun tentang Harga Jual Eceran dan Konsumen 

Pengguna Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu, konsumen 

pengguna Bahan Bakar Minyak jenis tertentu  dalam 

penggunaan jenis Bahan Bakar Minyak tertentu 

didasarkan atas  rekomendasi Pemerintah Kabupaten 

Sleman; 

b. bahwa berdasarkan Pasal 5 ayat (2) Peraturan Gubernur 

Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 43 Tahun 2012 

tentang Pengendalian Penggunaan Bahan Bakar Minyak 

Bersubsidi, Bupati menetapkan besaran persentasi alokasi 

kebutuhan bahan bakar minyak bersubsidi untuk 

konsumen pengguna tertentu dari kuota yang telah 

ditetapkan oleh Pemerintah ditetapkan;     

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 

dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan 

Bupati tentang Pengendalian Penggunaan Bahan Bakar 

Minyak Tertentu; 
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Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang 

Pembentukan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan 

Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 1950, Nomor 44); 

2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak 

dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4152); 

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004,    Nomor 125, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) 

sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua 

Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2008, Nomor 59, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 

4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang 

Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang  1950 

Nomor 12, 13, 14 dan 15 Dari Hal Pembentukan Daerah-

daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan 

Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 1950, Nomor 59); 

5. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2012 tentang Harga 

Jual Eceran dan Konsumen Pengguna Jenis Bahan Bakar 

Minyak Tertentu (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2012 Nomor 41); 

6. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral 

Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pengendalian Penggunaan 

Bahan   Bakar Minyak; 

7. Peraturan   Gubernur   Daerah Istimewa Yogyakarta  

Nomor 43 Tahun 2012 tentang Pengendalian Penggunaan 

Bahan Bakar Minyak Bersubsidi; 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan  : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGENDALIAN BAHAN 
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BAKAR MINYAK TERTENTU. 

 

 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan: 

1. Daerah adalah Kabupaten Sleman. 

2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sleman.  

3. Bupati adalah Bupati Sleman. 

4. Bahan Bakar Minyak yang selanjutnya disingkat BBM adalah bahan 

bakar yang berasal dan/atau diolah dari Minyak Bumi dan/atau bahan 

bakar yang berasal dan/atau diolah dari Minyak Bumi yang telah 

dicampurkan dengan Bahan Bakar Nabati (Biofuel) sebagai Bahan Bakar 

Lain dengan jenis, standar dan mutu (spesifikasi), harga, volume, dan 

konsumen tertentu. 

5. Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu yang selanjutnya disebut Jenis BBM 

Tertentu adalah bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari Minyak 

Bumi dan/atau bahan bakar yang bersal dan/atau diolah dari Minyak 

Bumi yang telah dicampurkan dengan Bahan Bakar Minyak Nabati 

(Biofuel) sebagai Bahan Bakar Lain dengan jenis, standar dan mutu 

(spesifikasi) tertentu, volume tertentu, dan konsumen tertentu, dan harga 

yang disubsidi. 

6. Stasiun Pengisian Bahan bakar Umum yang selanjutnya disingkat SPBU 

adalah SPBU di wilayah Daerah. 

7. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah OPD 

di lingkungan daerah. 

8. Konsumen pengguna lainnya adalah kendaraan bermotor pribadi atau 

kendaraan bermotor milik swasta. 

BAB II 

RUANG LINGKUP PENGENDALIAN BBM 

Pasal 2 
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Ruang lingkup pengendalian penggunaan BBM tertentu berupa pembatasan 

pemakaian jenis BBM  tertentu pada: 

a. Konsumen pengguna tertentu:  

1. Pengguna bensin (gasoline) RON 88: 

a) Usaha Mikro : motor penggerak mesin-mesin perkakas; 

b) Usaha Pertanian dan Perikanan: Petani/kelompok tani/Usaha 

Pelayanan Jasa Alat (UPJA) Mesin Pertanian yang melakukan usaha 

tani tanaman pangan, holtikultura, perkebunan dengan luas 

maksimal 2 (dua) Ha, peternakan dengan menggunakan mesin 

pertanian, dan pembudi daya ikan skala kecil (kincir); 

c) Transportasi: 

1) Angkutan umum : transportasi darat kendaraan bermotor  umum 

roda tiga atau lebih menggunakan plat kuning; 

2) Jenis kendaraan ambulance, mobil jenazah dan pemadam 

kebakaran.  

d) Pelayanan umum : penerangan panti asuhan, panti jompo, RS tipe C 

dan tipe D, Puskesmas dan tempat ibadah. 

2. Pengguna Solar: 

a) Usaha Mikro : motor penggerak mesin-mesin perkakas; 

b) Usaha  Pertanian dan Perikanan : petani/kelompok tani/Usaha 

Pelayanan Jasa Alat (UPJA) Mesin Pertanian yang melakukan usaha 

tani tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dengan luas 

maksimal 2 (dua) Ha, peternakan dengan menggunakan mesin 

pertanian, dan pembudidaya ikan skala kecil;  

c) Transportasi: 

1) Angkutan umum : transportasi darat kendaraan bermotor  umum 

roda tiga atau lebih menggunakan plat kuning; 

2) Jenis kendaraan  ambulance, mobil jenazah dan pemadam 

kebakaran. 

d) Pelayanan umum : penerangan panti asuhan, panti jompo, Rumah 

Sakit tipe C dan tipe D, Puskesmas dan tempat ibadah. 

b. Konsumen pengguna lainnya adalah kendaraan bermotor pribadi atau 

kendaraan bermotor milik swasta. 

Pasal 3 

(1) Konsumen pengguna tertentu dapat menggunakan jenis BBM  tertentu 

untuk memenuhi kebutuhan operasional usahanya. 
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(2) Penggunaan jenis BBM tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

dilaksanakan dengan ketentuan: 

a. alokasi kebutuhan jenis BBM tertentu dari kuota yang telah ditetapkan 

oleh Pemerintah mencukupi; dan 

b. memperoleh rekomendasi dari Bupati melalui OPD yang membidangi. 

BAB III 

REKOMENDASI 

Bagian Kesatu 

Penerima dan Pemberi Rekomendasi 

Pasal 4 

Rekomendasi diberikan kepada konsumen pengguna tertentu yang berdomisili 

di wilayah daerah untuk digunakan dalam pembelian BBM tertentu pada SPBU 

di wilayah daerah. 

Pasal 5 

Rekomendasi untuk konsumen pengguna tertentu diberikan oleh OPD yang 

membidangi sebagai berikut: 

a. usaha mikro  : Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan Koperasi; 

b. usaha pertanian, perikanan, dan perkebunan  : Dinas Pertanian, Perikanan 

dan Kehutanan; 

c. pelayanan umum digunakan untuk penerangan pada Rumah Sakit tipe C, 

tipe D dan Puskesmas: Dinas Kesehatan; 

d. angkutan umum : Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika; 

e. ambulance, mobil jenazah : Dinas Kesehatan; 

f. pemadam kebakaran : Badan Penanggulangan Bencana Daerah. 

 

Bagian  Kedua 

Persyaratan dan Tata Cara Rekomendasi 

 

Pasal 6 

(1) Permohonan rekomendasi disampaikan secara tertulis kepada Bupati 

melalui OPD yang membidangi dengan mengisi formulir yang telah 

disediakan. 
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(2) Kepala OPD berdasarkan surat permohonan memberikan keputusan 

pemberian atau penolakan rekomendasi paling lama 2 (dua) hari kerja sejak 

berkas diterima secara lengkap dan benar. 

(3) Pemberian rekomendasi oleh OPD  diberikan berdasarkan hitungan rasional 

atas kebutuhan jenis BBM tertentu, yang didasarkan pada kebutuhan riil 

masing-masing pengguna dan kuota jenis BBM tertentu di wilayah daerah. 

(4) Rincian lebih lanjut dasar pemberian rekomendasi dimaksud pada ayat (3) 

diatur oleh Kepala OPD sesuai kewenangannya. 

 

Bagian Ketiga 

Materi Rekomendasi 

Pasal 7 

 

Materi rekomendasi paling sedikit berisi: 

a. nama dan alamat penerima rekomendasi; 

b. volume dan jenis BBM tertentu yang direkomendasi; 

c. tujuan penggunaan jenis BBM tertentu; 

d. lokasi dan nomor SPBU tempat pembelian BBM tertentu; 

e. waktu pembelian BBM tertentu di SPBU. 

Bagian Keempat 

Masa Berlaku 

Pasal 8 

Masa berlaku rekomendasi diberikan sesuai dengan dasar pemberian 

rekomendasi oleh Kepala OPD dan sesuai dengan jenis dan kebutuhan 

konsumen pengguna tertentu. 

 

BAB  IV 

ALOKASI BBM TERTENTU 

 

Pasal 9 

(1) Bupati menetapkan besaran persentase alokasi kebutuhan BBM tertentu 

dari kuota yang ditetapkan oleh pemerintah. 
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(2) Persentase alokasi kebutuhan BBM tertentu bagi konsumen pengguna 

lainnya ditentukan setelah alokasi bagi konsumen pengguna tertentu telah 

terpenuhi. 

(3) Persentase alokasi kebutuhan  BBM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

sebagai berikut:  

a. Konsumen pengguna tertentu: 8,30 % premium dan 43,66 % solar, 

terdiri dari :   

1. Usaha Mikro: 49,87% premium, dan 6,98 % solar; 

2. Usaha Pertanian dan Perikanan: 25,39 % premium, dan 15,73% solar; 

3. Transportasi: 25,28 %  premium, dan 77 % solar; 

4. Pelayanan umum: 0,05 %  premium, dan 0,10 % solar; 

b. Konsumen pengguna lainnya: 91,70 % untuk premium, dan 56,34 % 

solar. 

(4) Volume alokasi BBM tertentu pada masing-masing pengguna tertentu dan 

pengguna lainnya ditetapkan oleh  Kepala Dinas Sumber Daya Air Energi,  

dan Mineral berdasarkan alokasi dan persentase sebagaimana  dimaksud 

pada ayat (3). 

 

Pasal 10 

Dalam hal terjadi kekurangan BBM tertentu, konsumen pengguna tertentu 

angkutan umum mendapatkan prioritas menggunakan BBM tertentu dengan 

rekomendasi Kepala OPD yang membidangi. 

BAB V  

SANKSI 

 

Pasal 11 

 

Pelanggaran atas ketentuan dalam Peraturan Bupati dikenakan sanksi sesuai 

peraturan perundang-undangan yang berlaku. 
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BAB VI 

KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 12 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 

Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sleman. 

 

Ditetapkan di Sleman 

pada tanggal  

BUPATI SLEMAN, 

SRI PURNOMO 

 

 

Diundangkan di Sleman 

pada tanggal 31 Agustus 2012 

SEKRETARIS DAERAH 

KABUPATEN SLEMAN, 

SUNARTONO 

BERITA DAERAH KABUPATEN SLEMAN TAHUN 2012 NOMOR 18 SERI E 

31 Agustus 2012 

Ttd 

Ttd 


